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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Dalam rezim Hakkekayaanintelektualterutamarezim patendanvarietas

tanaman,selamainilebihmemfokuskanpemanfaatansecaraoptimalsemua

sumberdaya genetic yang selanjutnya disingkatdengan SDG diwilayah

Indonesia.

Kekayaan SDG memilikiperan penting bagipengembangan teknologi

farmasidanbahanbakumakananbagimasyarakatdunia.Halinidapatdilihat

daridatayangada,bahwa Indonesiasebagainegaranomorduadiduniayang

memilikikekayaan SDG yang masukdalam sumberkeanekaragaman hayati

dunia,sebesar 15,3% adadiIndonesia.Terkaittanamanobatduniasebanyak

30ribuspesiesdari40ribuspesiesdunia,adadiIndonesia.Namun,sampaisaat

iniyangterdatadandimanfaatkandalam industrihanya300spesies.Datayang

diperoleh dariKementerian Lingkungan Hidup memperkirakan bahwa nilai

tanamanobatIndonesiamencapainilainya14,6milyardolar.AS1

MelihattingginyapotensinilaiekonomiyangmelekatpadaSDGyang

adadiIndonesia,menjadikanIndonesiarawandengantindakanpembajakan

keanekaragamanhayatitermasukSDGnya.Adabeberapakasusyangterkait

pembajakanSDGnegara-negaraberkembang,diantaranyasalahsatukasus di

Indiakasus”BasmatiRice”yangmerupakanjenispadiyangmemilikikekhasan

keharumannya.Jenispadiinitumbuhsejakribuantahunlalu,tumbuhdikaki

gunungHimalayadisebelahIndia.Namun,secaradiam-diam BasmatiRiceini

telahdidaftarkanpatendanmerek olehperusahaanAmerika”RiceTecInc.

Akibat pencurian bibit padiini,membuat marah Pemerintah India yang

membawakasusinikesidangWTOdandimenangkanolehIndia.

PembajakanBasmatiRicemengakibatkantpermasalahanhukum yang

berdampaklangsungterhadappengambilanintelektualkolektifmasyarakatasli

Indiayangmerupakan warisankeanekaragamanhayati,yangsecaralangsung

mengganggu pasardan eksportirIndia,dan menimbulkan kebingungan

konsumenkarenaRiceTechIncmenggunakannamaBrasmatiuntukberasyang

1BebedDjundjunan,“Sistem Hukum InternasionalBelum MemberikanPerlindunganEfektifTerhadap
GRTKTCE,”www.tabloiddiplomasi.orgdiaksestanggal5September2016
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diturunkandariberasIndiatetapitidakditanam diIndiadanmemilikikualitas

yanglebihrendah.2

DiIndonesiakasusyangsamapernahterjadipadatahun1995,dimana

perusahaankosmetikShiseidodariJepangtelahmelakukanpembajakanhayati

dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obatdan rempah asli

Indonesia.Perbuataninidilakukan secaradiam-diam oleh perusahanShiseido

tersebuttelahmemiliki9 patenyang diperolehdaritanamanasliIndonesia,

diantaranyakayurapet,kemukus,tempuyung,belantas,mesoyi,pule,pulowaras

dansintok,kesemuabahantersebutberkhasiatantipenuaanyangdidaftarkanke

diJepangjugadibeberapanegaraantaralainInggris,Jerman,PerancisdanItalia.

Pelanggarantanamanobatinidiselesaikanolehsalahsatuorganisasi

non pemerintah diIndonesia melaluigugatan ke Pengadilan Jepang dan

putusannyadibatalkannyapatennyaperusahanShiseido.3

Kasus pembajakansumberdayagenetikyangdilakukanolehpihak

asingyang terjadipadabulanJuni1995,menghasilkanhak-hakpatendiEropa

untukjamurminyakneem danhak-hakpatenAmerikaSerikatuntukinvensi

mengenaiformulaazadirachtin.Pelanggaraninidigugatkelompok petaniIndia

danLembagaSwadayamasyarakatyangbermarkasdiJerman. Keduapaten

mempunyaiklaim yangsamasebagaipengontrolanjamurpadatanamandaribiji

pohonneem.Akhirnyapatentersebutdibatalkandandianggappengetahuan

tradisionalyang diproses secara tradisionaloleh masyarakatIndia untuk

membasmijamurdanserangga.4

Kekayaan SDG inilah yang dapatdijadikan salah satu assetuntuk

meningkatkanpotensiekonomidierapasarbebas.Halinisudahsewajarnya

mengingatSDGmenjadibahanbakubagipengembanganindustribioteknologi

termasukindustrifarmasiyangumumnyadilindungidalam rezim hukum paten.

Namun,Indonesia belum mencapaitahap untuk mengembangkan industri

bioteknologiyangbersumberdariSDGsebagaibahanbakunyadanpengetahuan

tradisonalsebagaiinformasiawaluntuk pengembangan bioteknologidan

2EfridaniLubis,PerlindungandanPemanfaatanSumberDayaGenetik,BerdasarkanPenerapan
KonsepSovereignRightdanHakKekayaanIntelektual,(Bandung:Alumni,2009)h5.
3Shiseido,BatalkanPatenRempahIndonesia,Kompas,26Maret2002.,diakses9Juni2016
4ZainulDaulay,PengetahuanTradisionalKonsep,DasarHukum danPrakteknya,(Jakarta:
RajaGrafindo,2011)h4
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farmasi.

PotensiekonomidaripemanfaatandankomersialisasiSDG biasanya

yangmelibatkanpengetahuantradisional,mendorongterjadinyapencuriandan

penyalahgunaanSDGsertapengetahuantradisionalmelaluisistem paten.Selain

itu,pelanggaranlainyangdilakukanadalahpengambilandanpengumpulanSDG

danpengetahuantradisionaltanpaijinpemiliknyayaitumasyarakatadatsebagai

pemiliknya.5

Oleh karena itu perlindungan pengetahuan tradisionaltidak dapat

dilepaskandariSDG.KeberadaanpengetahuantradisionalmembuatSDGdapat

dikembangkan menjadiprodukatauprosesyangdapatdimanfaatkansecara

komersial.SehinggaanataraSDGdenganpengetahuantradisionalsalingterkait

danpengetahuantradisionalmerupakankomponenintangibledariSDG.

BerkaitandenganperlindunganSDGdanpengetahuantradisionaltidak

dapatmengesampingkanperannegarasebagaipemegangkedaulatan.Namun,

untuk memperoleh perannya,Negara membutuhkan strategi yang tepat

mengingatselama iniperan Negara hampirtidak ada pada saatterjadi

pembajakan dan pemanfaatan secara komersialoleh pihak asing yang

merugikan pelestarian dan kesejahteraan bangsayang berdampakhilangnya

potensiekonomimelaluirezim hukum paten.Oleh karena itu, perlu dikaji

konstruksihukum dalam Undang_UndangNomor13Tahun2016TentangPaten

untukmewujudkan perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional sebagai

upayamelestarikandanmeningkatkanpotensiekonomiSDGdanpengetahuan

tradisionaldipasarbebassaatini

B.PerumusanMasalah

Dalam penerapannya perlindungan sumberdaya genetik mengalami

beberapahambatan.sehinggaperlumelihatbagaimanakonstruksihukum dalam

melindungisumberdayagenetikberdasarkanUndang-UndangNomor13Tahun

2016TentangPatendiBaliuntukmendukungperekonomianlokal?

5DedeMiaYusanti,“PerlindunganSumberDayaGenetikMelaluiSistem HakKekayaanIntelektual,”
LokakaryaNasionalPengelolaandanPerlindunganSumberDayaGenetikDiIndonesia:Manfaat
EkonomiuntukMewujudkanKetahananNasional,TangerangDitjenKI,tahun2009,h54
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C.TujuanPenelitian

Untuk Menggambarkan konstruksihukum dalam melindungisumber

dayagenetikdalam Undang-UndangNomor13Tahun2016TentangPatendi

Baliudalam mewujudkanpeningkatanperekonomianlokal

BABII

TINJAUANPUSTAKA

A.KonstruksiHukum Dalam PenemuanHukum

Hukum harusdilakansanakandanditegakkan.Setiaporangmengharapkan

dapatditetapkannyahukum dalam halterjadiperistiwayangkonkret.Bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan

menyimpangfiatjustitiaetpreatmundus(meskipunduniainiruntuh,hukum

harusditegakkan).Itulahyangdiinginkanolehkepastianhukum.

Penemuanhukum terutamadilakukanolehhakim dalam memeriksadan

memutus suatu perkara.Penemuan hukum oleh hakin inidianggap yang

mempunyaiwibawa.Ilmuwanhukum punmengadakanpenemuanhukum.Hanya

kalauhasilpenemuanhukum olehhakim ituadalahhukum,makahasilpenemuan

hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.

Sekalipunyangdihasilkanitubukanlahhukum,namundisinidigunakanistilah

penemuanhukum jugaolehkarenadoktrininikalaudiikutidandiambilaliholeh

hakim dalam putusannya,menjadihukum.doktrinbukanlahhukum melainkan

sumberhukum.

Metodepenemuanhukum lainnyaadalahkonstruksihukum,ataudisebut

juga dengan metode argumentasi. Paul scholten yang dikutip Mochtar

Kusumaadmajamenggambarkanmetodekonstruksidalam penghalusanhukum

ataupenyempitanhukum (rechtsverfijning)danargumentum acontrario.6

6
SittiMawar,“MetodePenemuanHukum (InterpretasiDanKonstruksi)Dalam RangkaHarmonisasi

Hukum”Jurnalar.Raniry.ac.id,melihatPaulScholten,Scholten,Mr.C.Asser’sHandleidingotde
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BeoefeningvanhetNederlandschburgerlijkRecht:AlgemeenDeel(Zwolle:W.E.J.TjeenkWillink,

1934),hlm.63.danMochtarkusumaatmadja&ariefSidhartamembedakanantarakonstruksidan
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penghalusanhukum.Keduanyadituliskanterpisah.Konstruksimencakupanalogidanargumentum a
contrario.LihatMochtarKusumatmadja&B.AriefSidharta,pengantarIlmuHukum (BukuI)(Bandung:
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1.Analogimerupakanamengkonstruksikandengancaramengabstraksisuatu

ketentuanuntukditerapkanseplah-olahmemperluaskeberlakuannyapada

suatuperistiwakongrityangbelum adapengaturannya.

2.Penghalusan hukum (penyempitan hukum) dimana dengan cara

mengabstraksisuatu ketentuan dengan mempersempitkeberlakuan pada

suatuperistiwakongrityangbelum adaperaturannyadanapabiladiterapkan

secarakeseluruhanmakadapatmenimbulkanketidakadilan.

3.Argumentasiacontrariomerupakan konstruksidengancaramengabstraksi

suatu ketentuan yang diterapkan secara berlawanan artipada peristiwa

kongretyangbelum adaperaturannya.

Penemuan hukum dapatdilakukan dengan interpretasidan konstruksi

hukum.Oleh karena konstruksihukum merupakan suatu cara yang perlu

dilakukan untuk mengisikekosongan hukum karena belum adanya suatu

peraturan untuk menyelesaikan permasalahan pada peristiwa yang kongret.

Konstruksihukum merupakanupayahakim untukmelakukanpenemuanhukum

karenaadanyadalilbahwahakim tidakbolehmenolakperkara.

B.PengaturanSumberDayaGenetik.

Berkaitandengankonvensiinternasionasionalyangberadadalam TRIPS

tidakmengaturinvensiyang bersumberdarisumberdayagenetic.Didalam

TRIPsdimungkinkanmenghasilkanpatendarimaterialsumberdayagenetic

tanpamempertimbangkanposisinegara-negarapenghasilsumberdayagenetic

tersebut.7 Olehkarenaitu,negaramajuterbagipadaduakelompokyaitu

kelompokpertama,yangmenolakuntukmengamandemenPasal27ayat3huruf

b TRIPs yang menyatakan bahwa SDG dan pengetahuan tradisionaltetap

merupakanobyekpatendantidakbolehmenghalangiinvensibaru.Kelompok

keduayang didukungolehnegaraJepang,Amerika,CanadadanAustraliayang

menudukungamandemenPasal27ayat3hurufbTRIPs.Kelompoklainnyayang

tidak mengambilposisiadalah Singapura dan Malaysia.Namun,kelompok

alumni,1999),hlm 111-120.
7DevicaRullyMasrur,“UpayaPerlindunganSumberDayaGenetikBerdasarkanUndang-Undang
Nomor13Tahun2016TentangPaten”,JURNALJURISPRUDENCE|Vol.8No.2|Tahun2018,OnlineISSN(e-ISSN):
2549-5615,h54
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pertamadan kedua initidakmenginginkanadanyapengungkapannegaraasal

SDG danpengetahuantradisional.Olehkarenaitu,negaraUniEropamembuat

Convention on BiologicalDiversity yang menjadilandasan hukum bagi

perlindungansumberdayagenetic.

SejauhiniPemerintahberupaya melindungiSDGdengancaramerafisikasi

Convention on BiologicalDiversity,disingkatCBD yang diratifikasidengan

UndangUndangNomor5Tahun1994.SelanjutnyaPemerintahIndonesiajuga

merafikasiProtokolNagoya dengan UU Nomor11 Tahun 2013 Tentang

PengesahanNagoyaProtocolOnAccessToGeneticResourcesAndTheFairAnd

EquitableSharingOfBenefitsArisingFrom TheirUtilizationToTheConvention

OnBiologicalDiversity(ProtokolNagoyaTentangAksesPadaSumberDaya

GenetikDanPembagianKeuntunganYangAdilDanSeimbangYangTimbulDari

Pemanfaatannya Atas KonvensiKeanekaragaman Hayati).Kedua perjanjian

internasional ini merupakan perjanjian internasional yang memfokuskan

perlindungan SDG dan pengetahuan tradisional,maka berpedoman dengan

konvensidan protocoliniperlindungan SDG dan pengetahuan tradisional

dimasukkandalam rezim hukum paten,diaturdalam Pasal26Undang-Undang

Nomor13tahun2016bersumberPasal26inimengharuskansetiappengajuan

invensiharusmengungkapkandenganjelasdanbenarasalsumberdayagenetik

dan/ataupengetahuantradisionaldalam deskripsipaten.Ketentuaninisejalan

dengan Nagoya Protokolyang dimaksudkan dalam rangka Access Benefit

Sharing sebagai upaya melindungi Sumber Daya Genetik dan

PengetahuanTradisional(SDGPT).8

Dalam haliniPemerintahmencobaberperandenganmulaimemasukkan

ketentuanperlindunganSDGdanpengetahuantradisionaldalam regulasi.Namun,

peranPemerintahbelum maksimal,karenaadanyabenturankepentinganyang

antaranegaraberkembangtermasukIndonesiadengannegaramajupenggagas

hakkekayaanintelektual.

Akibattidak adanya kesepahaman ditingkatinternasionaldalam

melindungiSDG dan pengetahuan tradisional,maka upaya yang ditempuh

8AgungDamarsasongko,”PerubahanUndang-UndangMerek,DesainIndustridanPaten,”TrainingFor
TheachersOrganizedByIIPA,CLE,SupportedByWIPO,Depok:UniversitasIndonesia,28Agustus-1
September2016.
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PemerintahadalahmemasukkanPasal26Undang-UndangNo13Tahun2016

TentangPaten.SikapPemerintahinitermasukberanidanmenjadilangkahawal

untukmenindaklanjutiditingkatregulasidanselanjutnyaperlumengupayakan

implementasidalam melindungiSDG danpengetahuantradisionalIndonesia.

Namun,masihperlujalanpanjangbaginegarauntukmemperolehkedaulatannya,

sesuaiyangdimanatkanPasal33ayat2danayat3UUD1945.

C.PentingnyaPerlindunganSumberDayaGenetik danPengetahuanTradisional

UntukMendukungKesejahteraanBangsadiIndonesia

Sumberdayagenetik memilikiruanglingkupyangluas,karenavarietas

tanaman,hewandanjasadrenik.Secaralebihluasdapatdikatakanbahwa

sumberdayagenetictermasukDNAmanusiayangmempunyaikemampuanuntuk

menurunkansifatdarisatugenerasikegenerasiberikutnya.9

Salah satu perjanjian internasional terkait dengan pelestarian

keanekaragaman hayatitermasuk sumberdaya genetic adalah CBD yang

merupakankesepakataninternasionalmengenaikonservasidanpemanfaatan

berkelanjutan sumberdaya hayatiserta mengaturkewajiban negara dalam

melakukaneksploitasigunamenunjangadanyapembagiankeuntunganyangadil

dalam pemanfaatan komponen-komponen sumber daya genetik, yang

merupakansalahsatukomponendarisumberdayahayati.Dalam CBD,sumber

dayagenetikdikenalsebagaiPlasmaNutfahataugenyangmerupakanbahan

tanaman,hewanataumahluklainyangmengandungsatuan-satuanfungsional

pewaris sifatyang mempunyainilai,baik aktualmaupun potensial.Dalam

perkembangannya,gen inimerupakan sumbersifatketurunan yang dapat

dimanfaatkandalam rekayasapenciptaanbibitunggul.Dalam CBD,pengertian

keanekaragamananhayatiseringdicampur-andukkandenganPlasmaNutfah.

Kenyataannya,keanekaragamanhayatimemilikipengertianyanglebihluas

karenamencakupkeanekaragamanorganismedialam,baikyangliarmaupun

yangtelahdibudidayakan,termasuklingkunganhidupnya.Sedangkanpengertian

9
E.Mutryarny,T.Wulantika,EndrianiEndriani,“PengenalandanPraktikKonservasiSumberDaya

GenetikbagiRemajadiLingkunganKampusUnilak,”BuletinUdayaMengabdi,Volume18Nomor3,
2019,https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/52621,diakses30Juli2020
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PlasmaNutfahlebihsempitkarenahanyameliputikeanekaragamansumber

dayagenetik.10 Dalam halini, SDG yangmencakupsemuaspesiestanaman,

hewanmaupunmikroorganismesertaekosistem dimanasemuaspesiesdan

mikroorganisme menjadibagian secara holistik.Disisilain pengetahuan

tradisionalmerupakanaspekyangterkaitdengansumberdayageneticyang

menjadikomponenintangibledariSDG.11

Salah satu pengertian mengenaiSDG,adalah bahan genetik yang

mempunyai nilai potensial dan aktual, sedangkan bahan-bahan genetik

merupakan segala macam bahan yang kaitan dengan tanaman,binatang,

mikrobaataubahanaslilainnyayangmengandungsatuanfungsiturunan.12

Dalam Pasal2 CBD;pemahamanSDG adalahbahangeneticyang

memilikinilaiguna,baik secara nyata maupun yang masih berpotensi.

Selanjutnyabahangeneticdijelaskansebagaiunitfungsionalhereditasyang

terdapatdalam tumbuhan,hewanmaupunmikrobiologi.13 PemahamanSDGini

meliputiperlindunganinsitudanexsitu.Insituadalahperlindunganmemelihara

ekosistem danhabitatalamidalam lingkunganalaminya,dimanalingkungansifat

khususnya berkembang.14 Perlindungan ex situ adalah upaya melestarikan

tanamandiluarwilayahasalnyadenganmenggunakansystem penyimpanan

tanamansepertikebonraya,ataubankbenih.15 Perlindunganonfarm adalah

perlindungan terkaitdengan in situ atau ex situ adalah upaya melindungi

pengembanganolehpetanimelaluiseleksidarigenerasikegenaerasitanpa

intervensipemuliatanaman.

Berdasarkan pemahaman ini, keanekaragaman hayati dapat

dikelompokkan dalam tiga kategori,yaitu keanekaragaman gen,keragaman

spesiesdankeragamanekosistem.Keragamangen menunjukkanvariasigen

dalam suatu spesies,misalnya keragaman gen yang terdapatpada ratusan

10KusumaDiwyanto&BambangSetiadi,“PeranKomisiPlasmaNutfahdalam Pengelolaan
PemanfaatandanPelestarianSumberDayaGenetikPertanian”,diaksespada
htpp://www.indoplasma.or.id/artikel/2005-peran–knpn.htm,diaksestanggal3Januari2016
11DedeMiaYusanti,Op.Cit,h54
12AbdulBariAzed,“KepentinganNegaraBerkembangatasIndikasiGeografisSumberDayaGenetik
danTraditionalKnowledge”,(MakalahLokakarya,KepentinganNegaraBerkembangTerhadapHak
AtasIndikasiGeografis,SumberDayaGenetikadanPengetahuanTraditional,Jakarta:DirjenHKI,6
April2014)hal3&9)
13EfridaniLubis,Op.Cit,h45.
14Ibid,h406
15Ibid,h410
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varietastradisionalpadidiIndia.Keragamanspesiesmenunjukkankeragaman

spesiesdisuatudaerah.Keragamaninidiukurdarikeragamanhewan,tumbuhan,

bakteridansebagainya.Keragamanekosistem meliputikeseluruhankeragaman

spesies dan gen yang terdapatpada daerah yang terhubung dalam suatu

ekosistem tertentu.16 Sementaraitukeanekaragamanhayatihanyamencakup

keanekaragamangenetik,keanekaragamanspesies,keanekaragamanekosistem,

konservasidanpelestariansumberdayagenetik.

. Keanekaragamanhayatiataubiologicaldiversitymerupakanistilahyang

digunakanuntukmenerangkankeragaman,variabilitasdankeunikangen,spesies

dan ekosistem.Dengan kata lain, keragaman hayatiadalah keragaman

kehidupandibumi,termasukkeragamananmanusia.17 BerdasarkanCBD yang

telahdiratifikasiPemerintahIndonesiadenganUndang-UndangNomor5Tahun

1994, keanekaragamanhayatimerupakankeanekaragamandiantaramahluk

hidupdarisemuasumbertermasukdiantaranyadaratan,lautandanekosistem

lainnyasertakomplek-komplekekologiyangmerupakankeanekaragamannya,

mencakupkeanekaragamandalam spesies,antaraspesiesdenganekosistem.

Berdasarkan pemahaman ini, keanekaragaman hayati dapat

dikelompokkan dalam tiga kategori,yaitu keanekaragaman gen,keragaman

spesiesdankeragamanekosistem.Keragamangen menunjukkanvariasigen

dalam suatu spesies,misalnya keragaman gen yang terdapatpada ratusan

varietastradisionalpadidiIndia.Keragamanspesiesmenunjukkankeragaman

spesiesdisuatudaerah.Keragamaninidiukurdarikeragamanhewan,tumbuhan,

bakteridansebagainya.Keragamanekosistem meliputikeseluruhankeragaman

spesies dan gen yang terdapatpada daerah yang terhubung dalam suatu

ekosistem tertentu.

Kenyataannya selama ini perlindungan SDG maupun pengetahuan

tradisionalmelaluiperjalananyangpanjang,diawalnyamenggunakankonsep

CommonHeritageofMankindyangdisingkatdenganCHM yangmenekankan

tidakadanyakedaulatannegaraataswilayahnyaterkaitdenganSDGnya.Konsep

16DirectoryofGeneticBiodiversityandEcolocy,“KrisisdanErosiSumberKeanekaragamanHayati”,
diaksespadahtpp://www.members.tripod.com/-biodiv/krisis.htm,tanggal10Juni2016.
17HiraJhamtani&LutfiyahHanim,GlobalisasiMonopoliPengetahuan,TelaahTentangTRIPsdan
KeragamanHayati,(Jakarta:INFID,KONPHALINDO,2002),h.52-53.
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CHM inibertujuanuntukketahananpangandankesehatan.18 Kelebihankonsep

CHM iniadalahdalam pemanfaatanSDGdanpengetahuantradisionaltidakperlu

memperolehijindarinegaraasalnya,namunhasilnyadapatdiaksesolehsemua

negara,tidakterbatashanyapadapihakyangmengakses.Olehkarenakonsepini

banyaknyaditentangoleh negaraberkembang,sehinggakonsepinihanyadapat

diterapkan pada wilayah diluar yuridiksinegara dan dipertahankan untuk

mempermudah pertukaran SDG dalam memperrtahankan kebutuhan pangan

duniasertakesehatan.19

BerikutnyakonsepHakKekayaanIntelektual,disingkatdenganHKI.Konsep

iniberadapadaPasal27ayat3hurufbTRIPsmemilikikonsepindividual,karena

konsepHKIbertujuanuntukmemungkinkanindividu-individumengembangkan

karya intelektualdengan menggunakan bahan baku SDG dan pengetahuan

tradisionaltanpaadanyakonsensasikeNegarapemiliknya.Olehkarenatingginya

pertentanganmaka MasyarakatEkonomiEropayangbergabungdalam World

IntellectualPropertyOrganizationyaitumensahkanCBDpadatahun1992,yang

saatinitelah diratifikasioleh 188 negara berkembang termasukIndonesia.

Indonesiamensahkannyadalam Undang-Undang No.5 Tahun1994 Tentang

PengesahanUnitedNationConventiononBiologicalDiversity{LembaranNegara.

1994-41,TambahanLembaranNegaraNomor3556}20 yangbertujuanmemberi

peluangbaginegaraberkembanguntukmemilikikedaulatannyamengelolaSDG

danpengetahuantradisionalnya.Dalam Pasal8(j)CBDmencobamemberikan

definisidan pemahaman yang memberikan pedoman tentang ruang lingkup

keanekaragaman hayatiyang menjadisumberdaya genetic dan traditional

knowledgeyaitu:21

“Menunjukkansistem pengetahuan,kreasiinovatifdanekspresikultural
yangumumnyatelahdisampaikandarigenerasikegenerasiyangpada

18AhmadRedi,AnalisisdanEvaluasiTentangSistem SumberDayaGenetik,PusatPenelitianDan
PengembanganSistem Hukum NasionalKementerianHukum DanHakAsasiManusiaRepublic
Indonesia,;Jakarta,2015,h22
19EfridaniLubis,Op.Cit,h449.

20AchmadZenUmarPurba,”PerananSumberDayadanInvestasiAsingdalam PerkembanganHukum
InternasionalKomteporer”JurnalHukum Bisnis,(Jakarta:YayasanPengembanganHukum Bisnis,No
3,Volume24,Tahun2005)hal41.
21LihatCBDAd-HocOpen-endedWorkingGrouponAccesandBenefitSharing,ReportonTheRoleof
IntellectualPropertyRightinTheImplementationofAccesandBenefit-SharingArarrangements
(UNEP/CBD/WG-ABS/1/4,diaksestanggal10Juni2014)
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umumnyatelahdikembangkansecaranonsistematisdanterusmenerus
sebagairespon pada lingkungan yang sedang berubah.Lingkup atau
kategoritraditionalknowledgemencakuppadapengetahuan,pertanian,
pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis,
pengetahuan medis, pengetahuan yang berkaitan dengan
keanekaragamanhayati,ceritarakyat,musiktarian,kerajinandesaindan
indikasigeografis”.

BerdasarkanCBDdapatdilihatbahwatraditionalknowledgedibagidalam 3

(tiga)kelompok,yaitukaryafolklore22,indikasigeografisdankeanekaragaman

hayatiyang didalamnya mencakup sumberdaya genetikdan pengetahuan

tradisional.SDG secarakarakterterkaitdengankepemilikandankontrolyang

dibagitigakelompok,yaitu;SDGdalam bentukaslinya,SDGyangdikembangkan

secaratradisionaldandikembangkansecarabioteknologimodern.Perbedaan

karakterdisesuaikanolehpemangkukepentingan.23 Sehinggadapatdikatakan

bahwa untuk menghindaripembajakan sumberdaya genetic dan hilangnya

keanekaragaman hayati, maka Uni Eropa mengadakan kesepakatan

perlindungankeanekaragamanhayatidengandikeluarkannyaCBDyangsecara

khusus pada Article 8 (j)CBD.Selanjutnya CBD mengembangkan konsep

sovereign rightyang menjembatanikepentingan negara maju dan negara

berkembang.Konsep sovereignrightmerefleksiidealismebahwacountryof

originmemilikikepemilikansecarahukum atasSDGdiwilayahnyadanberhak

ataspengontrolan,pengambilandanpenggunaannya.24Dalam konsepini,negara

diberikanhakmengaturaksesdanpersyaratanSDGdiwilayahnya.Hanyasaja

haknegarasebatasSDGinsitu,sehingganegaraharusmemilikikemampuan

negosiasiagar dapat melaksanakan konsep ini,karena aturan mainnya

berdasarkankontrak.

22Sekaranginidalam Undang-UndangNo28Tahun2014TentangHakCiptadisebutEkspresiBudaya
Tradisional
23EfridaniLubis,Op.Cit,h251
24AhmadRedi,Op.Cit,h23
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BABIII
METODEPENELITIAN

A. TipePenelitian

Penelitianinimerupakan penelitianhukum normatifdenganmenitik

beratkan kajian kepustakaan sebagai asset unggulan daerah.Untuk

melengkapinya dengan mengenaiperlindungan paten dan teoriterkait
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dengan materikonstruksihukum yang membahas secara mendalam

mengenaipenafsiranhukum.Dalam penelitianhukum inimengkajisecara

mendalam mengenaiasas yang tertuang dalam peraturan terkaityang

dilakukan untuk mengargumentasidan membarikan rekomendasibagi

pembaharuanhukum.25

B. Pendekatan

Berkaitandenganpenelitiannormatifdigunakanbeberapapendekatan,

yaitu pendekatan perundang-undangan yang merupakan dokumen hukum

sepertiUndang-Undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual.Pendekatan

kedua adalah pendekatan konseptualberkaitan dengan konsep-konsep

yuridisyang mengaturperlindunganpengetahuantradisional,dansumber

daya genetik agardapatterciptanya keadilan ekonomi,ketertiban dan

perlindunganhukum yangadasumberdayagenetikdikomunitasmasyarakat

adatyangmemilikikaryatersebut.Pendekatanketigaadalahperbandingan

peraturanundang-undangyangtermasukhorizontalsesamaundang-undang

danvertikalantaraundang-undangdanperaturanpelaksananya.

2.SifatPenelitian.

Penelitian inibersifat deskriptif yaitu menggambarkan penerapan

perlindunganhukum sumberdayagenetik.Tujuananalisisdeskriptifhanya

menyajikandanmenganalisisdataagarbermaknadankomunikatif.26 Selain

itujugamenggambarkanUpayayangpalingbaikdilakukanPemerintahdilihat

darisegihukum maupunteknisdalam menerapkanUndang-UndangNomor

13Tahun2016tentangPatendanperaturanlainyangterkait.Selainitu,

dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan

budayamasyarakatpetani.

3.JenisdanSumberData

Teknikpengumpulandatamerupakanhalyangpentingdalam penelitian,

karenadatayangterkumpulmenentukankualitaspenelitian.Olehkarenaitu,

dalam mengumpulkandatadigunakan2(dua) jenisalatpengumpuldata,

25A’anEfendi,el.all,PenelitianHukum Doktrinal,LaksBangJustitia,Yogyakarta:2019,h44
26IskandarIndranata,PendekatanKualitatifUntukPengendalianKualitas,(Jakarta:Penerbit
UniversitasIndonesia,2008)h196-197
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yaitustudidokumen27.Padapenelitianiniyangdigunakandatasekunderyang

terbagi atas bahan hukum primer yang berupa peraturan

perundang–undanganyangmenjadibahanhukum primeruntukdikajidalam

penelitianiniyaituUndang-UndangNomor13Tahun2016TentangPaten,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

PengesahanNagoyaProtocolOnAccessToGeneticResourcesAndTheFair

And EquitableSharing OfBenefitsArising From TheirUtilization To The

ConventionOnBiologicalDiversity(ProtokolNagoyaTentangAksesPada

SumberDayaGenetikDanPembagianKeuntunganYangAdilDanSeimbang

YangTimbulDariPemanfaatannyaAtasKonvensiKeanekaragamanHayati),

danUndangUndangNo.5Tahun1994Tentang:PengesahanUnitedNations

ConventionOnBiologicalDiversity(KonvensiPerserikatanBangsaBangsa

MengenaiKeanekaragamanHayati)peraturanlainyangterkait.Selainitu,

bahan hukum sekunder yang merupakan pendukung dokumen hukum

tersebutdilengkapidenganyangmerupakanliteratureterkaitseperti buku

teks,jurnalilmiahyangrelevandenganobyekpenelitianinidiantaranyabuku

tentangpaten,sumberdayagenetik,PengetahuanTraditional,sertaartikel-

artikelseminardanCBDAd-HocOpen-endedWorkingGrouponAccesand

BenefitSharing,ReportonTheRoleofIntellectualPropertyRightinThe

ImplementationofAccesandBenefit-SharingArarrangements,selanjutnya

akanditambahlagileteraturnya.

Penelitianinilebihmenitikberatkanpadadatasekunder,baikdalam

bentuklaporankerja,hasilpenelitianmaupunartikelyangdipublikasi

5.CaraPengumpulanData

Teknik pengumpulan data merupakan halyang penting dalam

penelitian,karenadatayangterkumpulmenentukankualitaspenelitian.Oleh

karena itu,dalam mengumpulkan data digunakan 2 (dua) jenis alat

pengumpuldata,yaitustudidokumen28.Untukmencapaihasilyangmaksimal,

maka penelitimenggunakan alatpengumpuldata dengan cara,sebagai

27SoerjonoSoekanto&SriMamuji,PenelitianHukum NormatifSuatuTinjauanSingkat,(Jakarta:
RajaGrafindoPersada,2006)h.12-13
28Ibid,h.12-13
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berikut:studiKepustakaanmerupakanlangkahawaldarisetiappenelitian

hukum yangmeliputistudibahanhukum primerdenganmengkajiUndang-

Undang Paten,dan Undang-Undang lain yang terkait,serta peraturan

pelaksananya.Untuk mendukung bahan hukum primer,digunakan bahan

hukum sekunderyangdiperolehdaripusatstudikepustakaan.

Datadikumpulkanmelaluipenelusurankepustakaan,baikmelaluibuku,

jurnalmaupundatamelaluiinternet.Disampingituakanditambahdengan

keterangan nara sumberyang berkompeten dengan masalah ini. Data

sekunderdiperolehdenganjurnal-jurnalhakkekayaanintelektual.

Dalam penelitian inijuga menggunakan data primer sebagaidata

pendukungyaituyangdiperolehdaripengamatan,Datalapanganiniuntuk

melihatvarietaslocalyangtermasuksumberdayageneticyangadadidaerah

Bali.

Sehubunganadanyakondisicovidsaatini,makadatatersebuthanya

dapat diperoleh melaluiintrenat baik artikelataupun hasilpenelilitian

LembagasertalaporankerjadariPemerintahDaerahBali.

6.AnalisisData

Datayangdiperolehakandianalisissecarakualitatifdenganmenguraikan

secaradeskriptif,29 sehinggapenelitianinitidakhanyamengungkapkan dan

menggambarkan data mengenaiperaturan yang ada terkaitperlindungan

sumberdayageneticdaerahKabupatenTabananBali.Datayangterkumpulkan

akandikajisecaramendalam mengenaikekuatandankemampuanperaturan

perundang-undanganyangadadalam melindungisumberdayagenetik.Dalam

mengkajinyadilakukanbeberapalangkah,sebagaiberikut:Langkahpertama:

adalah mengumpulkan, menginventarisasi dan mengklasifikasi berbagai

peraturanperlindungansumberdayagenetikyaitu Undang-UndangNomor13

Tahun2016TentangPatendanperaturanlainyangterkait.Kemudianperaturan

inidiklasifikasisesuaipasalyang terkaitdengan perlindungan kekayaan

intelektualtradisionaluntukmenetapkanperlindungansumberdayagenetik.

Langkah kedua :melakukan pengamatan mengenaivarietas sumberdaya

29Ibid,h24
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genetic yang ada diTabanan Bali.Langkah ketiga :setelah menentukan

klasifikasiperaturan-peraturanmisalnyaUndang-UndangNomor13Tahun2016

Tentang Paten,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2013

TentangPengesahanNagoyaProtocolOnAccessToGeneticResourcesAnd

TheFairAndEquitableSharingOfBenefitsArisingFrom TheirUtilizationToThe

Convention On BiologicalDiversity (ProtokolNagoya Tentang Akses Pada

SumberDayaGenetikDanPembagianKeuntunganYangAdilDanSeimbang

YangTimbulDariPemanfaatannyaAtasKonvensiKeanekaragamanHayati).

Langkahkeempat;dikajisecaraverticalterkaitperaturanpelaksananyadan

secarahorizontalsecarasetaraundang-undanguntukmelindunginya.Langkah

kelima:pengkajiansecaramendalam peraturan-peraturansumberdayagenetik

dan menentukan peranan pemerintah sebagaipengambilkebijakan untuk

mencarisolusihukum yangtepatbagiperlindungansumberdayagenetik.
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BABIV

PEMBAHASANHASILPENELITIAN

Indonesiamerupakannegarayangmemilikikekayaansumberdaya

genetic. Dalam perkembangan teknologi khususnya dibidang farmasi

menggunakanbahanbakusumberdayageneticsepertiyangbersumberdari

Indonesia.Oleh karena itu pemahaman sumber daya genetic memiliki

pemahamanyangluasmeliputivarietastanaman,hewan,DNAmanusiadan

jugajasadretnik.Namun,kenyataannyaperaturansumberdayageneticsampai

saatinimasihdiatursecaraparsial,dalam berbagaiperaturandiantaranya;

Undang-Undang Paten,Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman,

Undang-UndangMerekdanIndikasiGeografisdanPeraturanlainnyaseperti

PeraturanPemerintahNomor48Tahun2011TentangSumberDayaGenetik

HewandanPerbibitanHewan,danberbagaiPeraturanMenteriPertanian.

OlehkarenabanyaknyapembajakansumberdayageneticIndonesiaoleh

pihakasing,khuhsusnyaPasal26ayat1sampaiayat3Undang-UndangPaten,

yangmenyatakan,bahwa;

(1)“JikaInvensiberkaitandengandan/atauberasaldarisumberdayagenetik
dan/ataupengetahuantradisional,harusdisebutkandenganjelasdanbenar
asalsumberdayagenetikdan/ataupengetahuantradisionaltersebutdalam
deskripsi.

BerdasarkanPasal26ayat1UUPatenditegaskanbahwasumberdaya

geneticdikuasaiolehnegara.Olehkarenaitu,siapapunyangmembuatpaten

darisumberdayageneticwajibuntukmenulisnyapadadeskripsipendaftaran

paten.Apabilakewajibaninitidakdipenuhi,makahakpatennyaakandibatalkan.

Pada Pasal26 ayat2 dikatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk
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membuatataumenetapkanLembagaresmiyangmenginventarisasisumber

dayagentikdanpengetahuantradisionalyangadapadasuatumasyarakat

penghasil.Namun,pasalini

belum tersosialisasikan.

Dalam pasalinimengamanatkan Pemerintah untuk menetapkan

lembaga khusus yang bertanggungjawab mengumpulkan dan

menginventarisasiberbagaiinformasitentang sumberdaya genetic yang

dimilikiIndonesiabaikitutanamanobatmaupunpangan.Namun,upayaini

bermanfaatbagiIndonesiaagarpemanfaatansumberdayagenetikolehpihak

asing tersebutdapatmemberikan manfaatsecara ekonomibagibangsa

Indonesia.HalinisesuaidenganketentuanPasal26ayat3Undang-Undang

paten, yang menyatakan; adanya “pembagian hasil dan/atau akses

pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidenganperaturan

perundang-undangan.”Secarastrukturperundang-undangandapatdikatakan

bahwapasalini,masihmerupakanpasalkaretkarenapelaksanakanaccess

benefitsharingtersebutmasihmembutuhkanperaturanperundang-undangan.

Dalam Pasal26ayat1,ayat2danayat3inidapatdikatakanbahwasuatu

invensidibidangfarmasitidakdapatmelanggarsumberdayagenetiksuatu

negara.Invensiinidapatmenggunakan varietastanamansebagaibahanbaku

yangdapatdikembangkandalam rekayasagenetik.Namun,pengembangan

invensiadabatasannyayangdiaturdalam Pasal9hurufddaneyangterkait

dengan pengembanganinvensiyangbertujuansebagaiinvensibarutidak

dapatdiberikanpatenapabilamelanggar:hurufd.“makhlukhidup,kecuali

jasadrenik;ataue.prosesbiologisyangesensialuntukmemproduksitanaman

atauhewan,kecualiprosesnonbiologisatauprosesmikrobiologis”

Sehinggadapatdikatakanbahwainvensidibidangvarietastanaman

yang hasil rekayasa genetika dapat diberikan paten,sedangkan yang

merupakanprosesbiologiesensialtidakdapatdiberikanpatenhanyadapat

dilindugidalam kerangkahukum perlindunganvarietastanaman.

WilayahDaerahBalimerupakansalahsatuwilayahdiIndonesiayangsubur

dantidaksedikittanamanbuah-buahanmaupuntanamanobatyangtumbuhdi

sana.Olehkarenaitu,seharusnyaadanyaperlindunganhukum yangmemadai
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dalam melindungivarietasasliBaliyangdalam Undang-UndangPVTdisebut

denganvarietaslokal.

Salahsatuperlindungansumberdayagenetikjugadapatdilihatdalam

Pasal7Undang-UndangPVTyaitu:“Varietaslokalmilikmasyarakatdikuasai

olehNegaradan PenguasaanolehNegaradalam halinidilaksanakanoleh

pemerintah.”.

BerdasarkanPasal7UUPVTiniyangmemberikanruangbaginegara

untukmelindungivarietas lokalsetiap daerah termasukdaerah Bali.Untuk

melengkapiUU PVT khususnya Pasal7nya yang mewajibkan Pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

PertanianNomor:37/Permentan/Ot.140/8/2006TentangPengujian,Penilaian,

PelepasanDanPenarikanVarietas.Berkaitandenganvarietaslokaldiaturdalam

Pasal9yangisinya:Varietaslokalmenjadimilikmasyarakatdandikuasaioleh

Negara.Selanjutnyaperlindunganvarietaslokalyangmerupakanbagiansumber

dayageneticdiaturlebihlanjutdalam Undang-UndangNomor13Tahun2016

TentangPaten,yangsecarakhususdiaturdalaPasal26 UUPaten.Selainada

kewajibanmengungkapkanbahanbakupaten.Halinibertujuanagaradanya

access benefic sharing sebagaiupaya melindungisumber daya genetic

pengetahuantradisional,sesuaidenganketentuanNagoyaProtocol30

Varietaslokal,danperlindungansumberdayageneticmerupakanhak-

hak yang dikuasaioleh negara,dalam halinidiatursecara langsung oleh

pemerintah daerah dimulaidaritingkatgubernur,bupatiataupun walikota.

Sehinggaperlindunganvarietaslokal,indikasigeografisdansumberdayagenetic

merupakanhakkomunalyangdimilikibangsaIndonesiadandigunakansebanyak

-banyaknyauntukkepentingnyabangsaIndonesia.

Selama iniPemerintah belum melakukan kegiatan yang diamanatkan

Undang-UndangPatenyaitudenganmembentuklembagaresmiyangdiakuioleh

pemerintahagarmampumelakukanidentifikasidanpendataaantentangvarietas

lokalpadaduatingkatyaitupertamatingkatdaerahyangdiklasifikasidandi

verifikasi olehBupati,WalikotadanGubernur.untukdisampaikankelembaga

30Razilu,(2016,2Agustus,Bandung),PemanfaatanSistem KidanPatenMakalah,
Dalam KegiatanKISertaKomersialisasiKI,PelatihanPemanfaatanHasilPenelitian,
PengabdiankepadaMasyarakat,danKreativitasMahasiswayangBerpotensiPaten,
Bandung 2Agustus2016,h4
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yangtunjukPemerinahPusat.Perankepaladaerahdapatdilihatdalam Pasal6

Peraturan MenteriPertanian Nomor01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat

PenamaanDanTataCaraPendaftaranVarietasTanaman,

(1)”Bupati/WalikotaatauGubernurbertindakuntukdanatasnamaserta
mewakilikepentinganmasyarakatpemilikVarietasLokaldiwilayahnya
memberikannamaVarietasLokalberdasarkanpersyaratanpenamaan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal4.

(2) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan nama dan
mendaftarkan Varietas Lokalkepada PPVT,dapatmenunjuk suatu
lembaga/institusiataumembentuksuatutim yangmenyiapkanbahan
pemberiannamadanpendaftaranVarietasLokal.

(3)Lembaga/institusiatau tim sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
mempunyai tugas, antara lain melakukan kegiatan eksplorasi,
inventarisasi,karakterisasi,penilaian,danpenyusunandeskripsiterhadap
VarietasLokalsesuaidengansebarangeografisnya.

(4)Lembaga/institusiatau tim sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
menyampaikanbahanpemberiannamadanpendaftaranVarietasLokal
kepadaBupati/WalikotadanGubernuruntukmemperolehpersetujuan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal6 Peraturan MenteriPertanian Nomor

01/Pert/Sr.120/2/2006TentangSyaratPenamaanDanTataCaraPendaftaran

VarietasTanaman,makadapatdilihatperankepalanDaerah.Namun,untuk

dapatmenindaklanjutiperlindungan varietaslokalsesuaiamanatPasal26

Undang-UndangNomor13Tahun2016TentangPaten,makaKepalaDaerah

perlumembuatsuatulembagadibawahkoordinasiKepalaDaerahagardapat

melakukanpendataan,identifikasiuntuksetiapvarietaslokaldidaerahnya.

Salahsatuaspekyangpentingdalam melindungivarietaslokaladalah

perlunyapenamaanyangdiaturdalam syaratPenamaanPasal4(1)Peraturan

MenteriPertanianNomor01/Pert/Sr.120/2/2006TentangSyaratPenamaanDan

TataCaraPendaftaranVarietasTanaman.UntukmelakukanPenamaanVarietas

Lokalharus memenuhipersyaratan sebagaiberikut:(1)”Mencerminkan

identitasVarietasLokal;b.Tidakmenimbulkankerancuankarakteristik,nilaiatau

identitassuatuVarietasLokal;c.Tidaktelahdigunakanuntuknamavarietas

yangsudahadauntukjenistanamanyangsama,kecualiuntukjenistanaman

yang berbeda; d.Tidak menggunakan nama orang terkenal,kecualitelah

mendapatkanpersetujuandariorangyangbersangkutan;e.Tidakmenggunakan

namaalam;f.Tidakmenggunakanlambangnegara;dang.Tidakmenggunakan

merekdaganguntukbarangdanjasayangdihasilkandaribahanpropagasi
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seperti:benihataubibit,ataubahanyangdihasilkandarivarietaslain,jasa

transportasiataupenyewaantanaman”.

Persyaratan ini harus dipenuhi bagi kepala daerah yang ingin

mendaftarkanvarietaslokalnya.Olehkarenaitu,perluadanyaperanPemerintah

Daerah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian untuk menjalankan

peraturan terkaitvarietas lokaltersebut.Selain itu,pertu adanya peraturan

daerah sesuai keadaan daerah masing-masing. Selanjutnya perlu dikaji

peraturanperlindunganvarietaslokalyangadadiwilayahBali.Dalam halini

dapatdilihatpadatabeldibawahini:

TABEL1

PeraturanDaerahBaliTentangPemanfaatanVarietasLokalDiBali
PeraturanDaerah Uraian Analisis

PeraturanDaerahProvinsi

BaliNomor16tahun2009

tentangRencanaTata

RuangWilayahProvinsiBali

Pasal60ayat2Perda

“mencantumkanbahwa

rencanakawasan

peruntukanpertanian

ditetapkanseluas298.214

haatau52,9%dariluas

DaerahProvinsiBali

Pasal62ayat1dan

LampiranXIVPerda

tersebutdisebutkanbahwa

Kawasanperuntukan

pertanianbudidaya

hortikulturaseluas

108.510,66haatau19,25%

dariluaswilayahprovinsi

Bali”.

DiwilayahProvinsiBali

dalam rangkapelaksanaan

pembangunanperlu

dikelola,dimanfaatkan,dan

dilindungiuntuksebesar-

besarnyakemakmurandan

kesejahteraanmasyarakat.

PeraturanDaerahProvinsi

BaliNomor2Tahun2012

tentangKepariwisataan

BudayaBali

Pasal11butirc,“bahwa

pembangunandestinasi

pariwisataharusdilakukan

denganmemperhatikan

potensiekonomi

masyarakatsepeti

memberikankesempatan

padausaha-usahalokal

baikdibidangkerajinan

maupunproduk-produk

pertanianuntuk

memamerkankarya-

karyanyapadahotel-hotel,

Penyelenggaraan

PariwisatabudayaBali

dilaksanakanberdasarkan

padaasasmanfaat,

kekeluargaan,kemandirian,

keseimbangan,kelestarian,

partisipatif,berkelanjutan,

adildanmerata,

demokratis,kesetaraandan

kesatuanyangdĳiwaioleh

nlaiagamaHindudengan

menerapkanfalsafahTri

HitaKarana.
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restauranmaupuntempat

wisatalainnya

Pasal27ayat3butirh

bahwasetiappengusaha

pariwisatawajib

mengutamakan

penggunaanproduk

masyarakatsetempat

terutamahasilkomoditas

pertaniandanprodukdalam

negeri.”

Kaitanantara

pembangunanpariwisata

Balidenganpertanian

PerdaNomor2tersebut

sehinggaproduknyadapat

diserappasarpariwisata

yangselamainidikeluhkan

banyakpihakbahwapelaku

pariwisatalebih

mementingkanproduk

pertanianimporatauluar

daerah.

PeraturanDaerah

PropinsiBaliNomor3

Tahun2013Tentang

PerlindunganBuahLokal.

Pasal1angka6

“Buahlokaladalahsemuajenis
buah-buahanyang
dikembangkandan
dibudidayakandiBali
Pasal1angka8
Perlindunganbuahlokal

adalahkeseluruhankegiatan
perencanaan,arahankawasan,
usahadanproduk,Informasi,
penelitiandanpengembangan,
pemberdayaan,pembiayaan,
pengawasandanperanserta
masyarakat.“
Pasal4
“Perencanaansebagaimana
dimaksuddalam Pasal3ayat
(1)mencakup:
a.sumberdayamanusia;
b.sumberdayaalam;dan

c.sumberdayabuatan.
Pasal10
Pelakuusahamengutamakan
pemanfaatansumberdaya
manusialokal.”
Pasal14ayat3
“Gubernurdalam melakukan
inventarisasi,pendaftaran,
pendokumentasian,dan
pemeliharaansumberdaya
genetikbuahlokal
sebagaimanadimaksudpada
ayat(2)dapatbekerjasama

denganmasyarakat.”
Pasal15
“Gubernurmenetapkan
varietasyanglangkadan
pemanfaatanharusijin
Gubernur”
Pasal18

Dalam peraturaninisudah

cukupmemadaidalam

melindungihakkomunal

masyarakatadatBaliterkait

varietaslokalkhususnnya

buahdanyangmemperoleh

indikasigeografis.

Hanyapidanayangjatuhkan

masihterlaluringan

Terkaitdenganacces
benefitsharingperluada

kerjasamadengan

PemerintahPusatyang

dibarkanlebihlanjutdalam

kebijakanpublicditingkat

daerah.

Untukdapat

diimplementasikansecara

maksimalmembutuhkan

SuratKeputusanBersama

antarLembagatermasuk

DirektoratJenderal

KekayaanIntelektualdan

Kemenluuntukdapat

mengaturpemanfaatan

varietaslokaltermasuk

sumberdayageneticyang

dimanfaatkandalam rezim

patenataupemuliaanoleh

pihakasing.
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“Setiaporangdilarang
memanfaatkan,menebang
ataumerusaksumberdaya
geneticdanindikasigeografis
diwilayahBali”
Pasal29”Gubernur
menetapkanKawasan
kabupatendankotabagilokasi
buahlokal”
Pasal68”Gubernur
mengawasimutu/kualitas
buahlokal”
Pasal69“peranserta
masyarakatdalam melindungi
buahlokal.”
Pasal72“bagiorangyang
melanggarketentuanPasal18
dapatdipidanakurungan
maksimal3bulanataudenda
50jutarupiah”

Apabila dilihatdarikelengkapan peraturan daerah diBali,maka dapat

dikatakanbahwaPemerintahDaerahBalitelahsiapmenghadapieraglobaldan

dapatmengantisipasidenganbaikperlindunganvarietaslokalBalidarisemua

dimensi.HalinidapatdilihatpadaPeraturan Daerah Balidiatasinimeliputi

PeraturanDaerahProvinsiBaliNomor2Tahun2012tentangKepariwisataan

BudayaBalidanPeraturanDaerahProvinsiBaliNomor16tahun2009tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiBali.Peraturan lainnya yang langsung

terkaitdenganvarietaslokaladalahPeraturanDaerahPropinsiBaliNomor3

Tahun2013TentangPerlindunganBuahLokal.terlihatjelasbahwapelestarianitu

buah-buahanbaikyangvarietaslokalataupunvarietasasaldigunakanterbesar

untuktujuanpariwisata.OlehkarenaituperaturanDaerahinilebihmenekankan

kebutuhanpariwisata.

Balimerupakandaerahyang kayaakansumberdayabuahlokal,namun

kekayaantersebutbelum diberdayakansecaraoptimal.BagimasyarakatBali

buah-buahanlokalBalitidakhanyadigunakanuntukkonsumsipenduduklokal,

namun digunakan jugauntukmendukung kebutuhan pariwisata.Disisilain

masyarakatBaliyangmendasarikehidupannyaberdasarkanagamaHindu,maka

keberadaanbuahlokaldigunakansebagaisalahsatukepentinganupacara.Oleh

karenaitu,masyarakatBalimenganggappentinguntukmelestarikankeberadaan

varietasdiBalibagimasyarakatBali,baikbagikebutuhanpangan,pariwisatadan
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perdagangan khususnya eksporke luarnegerimaupun untuk mendukung

kebutuhan upacara agama.Bagikepentingan upacara agama diBaliyang

menggunakanvarietaslangka.Selainitu,varietaslangkaumumnyamerupakan

varietas unggulan yang merupakan varietas lokalbagidaerah Bali.DiBali

ditemukan 41 jenis dan 149 sub jenis buah.yang terdiridari41 jenis dan

diidentifikasiyangsebanyak31jenismerupakanvarietasyangdibudidayakandan

10jenislainnyatumbuhliar.Berdasarkandatainidiklasifikasihanya7jenisyang

tergolong langkadansangatlangka.Varietaslokalmerupakanvarietasyang

langkayangumumnyamenjadivarietasunggulan.

ApabiladilihatbanyaknyavarietaslokalyangadadiBali,makasaatini

sangatsedikitvarietasyangdidaftarkankeKementenrianPertanian.kondisiini

belum terlaludisadaribahwavarietaslokalmerupakansumberdayageneticyang

menjadikekayaandiIndonesia.Apabilatidakdilindunginyavarietaslokal,maka

akanterjadipencurianvarietaslokalmelaluipemuliaandalam varietasesensial.

Haliniterjadikarenavarietaslokalmenjadibahan baku yang disebut

varietas asal bagi pengembangan varietas esensial. Kondisi ini perlu

diantisasipasikarenavarietaslokalmerupakanhakkomunalyangdilindungiatas

nama daerah dan dipegang haknya oleh kepala daerah,sedangkan varietas

esensialmerupakanhakindividualyangdikuasasidenganhakmonopolioleh

industrybesardenganhakindividual.

Tabel2
VarietasLokalDiDaftarDiHKI

JenisVarietas LingkupHKI DasarHukum Analisis

Sementara

Jeruk Bali

Merah

varietas Lokal

unggulnasional
Keputusan Menteri

PertanianNo.94/

Kpts

/TP.240/3/2000,

JerukbesarBali

merah sudah

dilepas sebagai

varietas unggul

nasional pada

tahun2000

JerukBaliPutih varietas Lokal

unggulnasional
Keputusan Menteri

PertanianNo.

2041/Kpts/

SR.120/5/2010.

JerukbesarBali

putih sudah

dilepas sebagai

varietas unggul

nasional pada

tahun2010
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DurianBestala varietas Lokal

unggulnasional
Keputusan

Menteri Pertanian

No.

178/Kpts/SR.120/3/

2007,

Keunggulan

durianBestala

yaiturasanya

manisdan

legit,daging

buahtebal,

aromabuah

tidak

menyengat,

teksturdaging

buahlembut

tidakberserat,

bĳinyakecil

gepeng,dan

warnadaging

buahkuning

mudamenarik.

Durian Kunyit

dari Desa

Munduk Temu

dan Desa

Blimbing

Kabupaten

Tabanan

Varietas asal

SDG

Sertifikattanda

daftarvarietas

tanamannomor

823/PVL/2018

Terdaftar

sebagaivarietas

darisumber

dayagenetic

tahun2018

Cabai Bontok

Kabupaten

Klungkung

VarietasLokal Dalam Proses Didaftaratas

nama

Pemerintah

Kabupaten

Klungkungtahun

2017

Sawo Dawan

Kabupaten

Klungkung

VarietasLokal Dalam Proses Didaftaratas

nama

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung

KopiKintamani Indikasi

Geografis

UUMerek&Indikasi

Georafis

Daerah

Kintamanitelah

memiliki

perlindungan

Indikasi

Geografisuntuk

kopiKintamani.

Sumberdayagenetikbuah-buahanlokalmerupakansalahsatupotensi
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besaryangbelum digarapdalam rangkamewujudkanintegrasipertaniandengan

pariwisata.Balikayaakansumberdayagenetikbuahlokalyang tersebardi

seluruhkabupaten/kota,danmusim panennyaberagam sehinggaberbagaijenis

buah bisa tersedia sepanjang tahun, namun kekayaan tersebut belum

diberdayakansecaraoptimal.

Berdasarkan data diatas Pemerintah Daerah Balisudah mendaftarkan

beberapa varietaslokaldan2(dua)untukindikasigeografishasilalam.Namun,

Dibutuhkannya peran aktif pemerintah untuk melakukan inventarisasidan

pendaftaraanvarietaslokalsebanyakmungkin.

Disatu sisi,tugas yang dibebankan Undang-Undang paten pada

PemerintahtidakdapathanyadilaksanakanolehPemerintahPusat,tetapimasih

dibutuhkan peran aktifpemerintah Daerah berikutlembaga masyarakatdan

perguruan tinggiuntukmembantu mengumpukan informasidan inventarisasi

varietaslokal.

KondisiinimenjaditantangantersendiribagiPemerintahDaerahBali

agar berperan aktif bersama sama Pemerintah Pusat untuk mendorong

dibentuknyalembagakhususyangdapatmengumpulkandanmenginventarisasi

informasitentangvarietaslokalyangadadiBalidenganbantuanbanjar-banjardi

Bali.Selain itu,juga berupaya agar kepala-kepala Daerah diBaliuntuk

mendaftarkanvarietaslokaldidaerahnya. Selain itu,perlu adanya peraturan

tersendirimengenaipengelolaanaccesbenefitsharingyangbermanfaatbagi

pendapatanmasyarakatadatBali.

Dana yang diperoleh inidapat digunakan untuk pelestarian dan

pengembanganvarietaslokalpadasetiapdaerah.Hanyasajaperludikajilebih

mendalam mengenaikolerasiantaraperlindunganindikasigeografisdanvarietas

lokal.Alasannyakeduajenisperlindungantersebutterkaiteratdenganvarietas

unik yang terdapatdisatu daerah.Walaupun demikian kedua perlindungan

hukumnya memiliki perbedaan, misalnya perlindungan indikasi geografis

merupakanperlindunganterhadapasal-usulsuatutanamanyanghanyatumbuh

didaerah tersebut, sedangkan perlindungan varietas lokal merupakan

perlindunganyangdiberikanlepadadaerahyangmemilikitumbuhanlangkayang

hanyadapatditanam padadaerahbersangkutan.

Berdasarkanpemahamaninimakasudahsepatutnyavarietasyanglangka
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danunikdisuatudaerahdapatdilindungidalam duasisi.Disisiasal-usultanaman

tersebutdilindungidiranah indikasigeografis,sedangkan disisilangkanya

varietastersebutdapatdilindungiolehvarietaslokal.

Di lain pihak perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan

perlindungan varietas lokalsama sama menganutperlindungan hukum yang

bernuansa komunal.Dimana perlindungan indikasigeografis pemeganghanya

adalahprodusen,petani,konsumendankepaladaerahsedangkanvarietaslokal

pemeganghaknyaadalahkepaladaerah.

Untuktidakmenimbulkantumpangtindihnyaaturanhukum makadiperlukan

dibuataturanmainagarvarietasyanglangkadapatdilindungidiranahindikasi

geografisdanranahvarietaslokal.Selamaini,varietastanamanyanglangka

hanyadilindungipadasaturanahhukum sajayaitupadaranahindikasigeografis

atauranahhukum varietaslokal.Tentunyakondisiinidapatmerugikanbangsa

Indonesiaakibattidakoptimalnyaperlindunganhukum yangdapatdiberikan.

Berdasarkankajianyangadamakaditemuiduakelemahanyaitu,peraturan

sumberdayagenetik tersebarsecaraparsialyang berakibatntkanterjadinya

ketidakjelasanaturan,sehinggamenyumbangsulitnyapenerapanhukum dalam

melindungisumberdaya genetik.Kelemahan lain,tidak siapnya pemerintah

menjalankan amanatyang tercantum dalam Pasal26 Undang-Undang Paten,

akibatnyaperlindungansumberdayagenetiktidakdapatditegakkan.Olehkarena

aturan yang terdapatdalam Undang-Undang paten maupun Undang-Undang

PerlindunganVarietasTanamanyangmenekannyanilaiindividuaberbenturan

dengansumberdayagenetikyangmenekankannilaikomunal.

Kondisiinimengakibatkan setiap daerah menerobos kebijakan dengan

caranya masing-masing.Salah satu contohnya Balimengeluarkan beberapa

peraturanterkaitperlindunganvarietaslokalnyayaituPeraturanDaerahPropinsi

BaliNomor3Tahun2013TentangPerlindunganBuahLokal.Berkaitandengan

pemasarannyadilingkapidenganPeraturanDaerahProvinsiBaliNomor2Tahun

2012tentangKepariwisataanBudayaBali.

Untuk dapat melestarikan pertanian maka pemerintah daerah Bali

mengeluarkan Peraturan Daerah ProvinsiBaliNomor16 tahun 2009 tentang

RencanaTataRuangWilayahProvinsiBali.Tujuanperaturantataruanginiuntuk

menjaga agar tidak terkikisnya lahan pertanian untuk pembangunan atau
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pariwisata,sehinggasumberdayageneticdapatdikembangkandandilestarikan.

Namun,peraturandaerahtidakmencukupuntukmengoptimalkanperlindungan

sumber daya genetic,maka diperlukan adanya Peraturan Tersendiriyang

mengatursumberdayageneticbaikituvarietastanaman,hewan,jasadrenik

maupun DNA manusia.Selain itu,pemerintah pusatjuga harusmenetapkan

Lembagaresmiuntukmengeloladokumentasi,perjanjiantransferteknolgidan

pembagianaccessbenefitsharing,sesuaiyang diamanatkanUndang-Undang

Paten.

Dalam mewujudkanperlindungansumberdayagenetik,makaahlihukum

perlumelakukanpenemuanhukum dengancaramelakukankontruksihukum,

mengingatdalam Pasal8jCBDtelahdiberikanpeluangbagisetiapnegarauntuk

menerapkan prinsip suigeneris.Adanya konsep individualyang melandasi

Undang-UndangPatenmaupunUndang-UndangPerlindunganVarietasTanaman,

berbenturandengannilaikomunalyangmelandasisumberdayagenetik.

Untuk melindungisumber daya genetik diIndonesia,maka perlu

dilakukan penemuan hukum dengan konstruksi argumentasi a contrario

mengingatperlindungansumberdayagenetikdalam Pasal26Undang-Undang

Paten dan Pasal7 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adanya

benturanmemilikinilaiyangberbedadengankonsepindividualyangadadalam

Undang-UndangPatendanUndang-UndangPerlindunganVarietasTanaman.

BABV

PENUTUP
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A.Kesimpulan

DiIndonesiaperlindungansumberdayagenetikperaturannyamasih

bersifatparsialkarenadilindungiolehbeberapaundang-undangdiantaranya

Pasal26Undang-UndangPatendanPasal7Undang-UndangPerlindungan

VarietasTanaman.Selainitu,tersebardalam beberapaperaturanpemerintah

lainnya.Khusus Pemerintahan Daerah BalimembuatPeraturan Daerah

PropinsiBaliNomor3Tahun2013TentangPerlindunganBuahLokalyang

mengaturtentangsumberdayageneticdanvarietaslokal.PemerintahBali

juga mendaftarkan beberapa sumberdaya genetiknya yang terdiridari

varietaslokal,varietasasaldanindikasigeografis.Pendaftaranitudilakukan

sejak tahun 2005 samapitanggal2018.Namun,peraturan perlindungan

sumberdayageneticditingkatpusatmasih terlalu sumir,karenahanya

tertuangdalam Pasal26Undang-UndangPaten.Selainitu,belum berperannya

Pemerintahdalam menetapkanLembagaresmiuntukmendokumentasikan

dan mengelola access benefitsharing.Oleh karena itu,perlu adanya

penemuanhukum dalam bentukkonstruksihukum argumentasiacontrario

mengingatadanyabenturanhukum antarasumberdayageneticdanpaten.

B.Saran

1.Diperlukanadanyakonstruksihukum untukmenentukanperaturanyang

tepatdalam melindungisumberdayagenetik.Penemuanhukum penting

dilakukankarenakankonsepperlindungansumberdayagentikmerupakan

konsepkomunalyangdikuasaiolehnegara,sedangkanpatenmaupun

varietastanamankonsepnyaindividualyang dimilikiolehindividudan

dapatdimanfaatkanseluas-luasnyauntukkepentinganinventor.

2.Kebaradaan Undang-Undang yang khusus melindungisumber daya

genetiksaatinisudahmendesakmengingatcukupbanyaksumberdaya

genetik yang telah dibajak pihak asing ,melaluirezim hukum paten

maupunrezim hukum varietastanaman.

3.Perlu menetapkan lembaga resmi yang mendokumentasikan,

menginventarisasidan mengaturmekanisme access benefitsharing,

apabilasumberdayagenetikIndonesiadimanfaatkanolehpihakasing.
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